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ABSTRAK

PROSES PENINGKATAN HAK ATAS TANAH DARI STATUS
HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK
(Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karo)

Riski Tirta Mutisari Br Situmorang. *
Dr. Onny Medaline, SH, M.Kn. **
Gloria Gita Putri Ginting, SH, M.Kn.**

Peningkatan kebutuhan masyarakat menjadi penyebab para pemegang HGB meningkatkan
status hak atas tanahnya menjadi Hak Milik khususnya tanah yang dijadikan rumah tempat tinggal.
Pola pikir masyarakat dapat dipengaruhi karena peningkatan kebutuhan masyarakat yang terdesak
apalagi untuk rumah tinggal dimana pemegangnya masih berdiri diatas tanah yang berstatus HGB.
Sehingga masyarakat yang memiliki HGB memilih meningkatkan status hak atas tanah yang
mereka tempati dengan mengajukan permohonan dimana pemegang HGB telah memenuhi kriteria
yang dibutuhkan untuk melakukan peningkatan status Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik.

Rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan, adalah Apakah faktor yang
mendorong masyarakat untuk meningkatkan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik di Kantor
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karo?. Bagaimana proses pelaksanaan peningkatan status
hak atas tanah dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik di Kantor Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Karo?. Apakah akibat hukum yang timbul jika Hak Guna Bangunan telah berakhir
jangka waktunya?

Metode penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif, dengan tipe penelitian
kualitatif, jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian
yuridis empiris yaitu menelusuri tentang peningkatan hak kepemilikan dari Hak Guna Bangunan
menjadi Hak Milik yang dimulai dari proses pengajuan hak kepemilikan kepada Kantor
Pertanahan serta syarat yang disiapkan untuk memenuhi persyaratan pengajuan peningkatan Hak
Guna Bangunan menjadi Hak Milik dan didukung dengan hasil wawancara beberapa staff Kantor
Pertanahan di Kabupaten Karo. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data lapangan
(field research).

Adapun dalam penerbitan sertipikat baru agar ditingkatkannya pelayanan Pegawai Kantor
Pertanahan Kabupaten Karo agar semakin meningkat masyarakat adat untuk meningkatkan hak
atas tanah mereka menjadi Hak Milik. Kepada Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Karo agar
melaksanakan prosedur sesuai aturan dan tidak ada nepotisme yang dilakukan oleh Pegawai kantor
pertanahan Kabupaten Karo. Kepada Masyarakat agar mau membaca perundang-undangan yang
berlaku guna meningkat mutu masyarakat yang sadar Hukum

Kata Kunci: Proses, Peningkatan, HGU, BPN, Kabupaten Karo

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi IImu Hukum UNPAB Medan.
**  Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi IImu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing | & Dosen
Pembimbing I1.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bumi, air, ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia untuk
kelangsungan hidupnya, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial serta
sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang senantiasa melakukan hubungan-hubungan
dengan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Tanah adalah sumber daya alam terpenting saat ini, dimana hampir setiap
kegiatan manusia berkaitan dengan tanah, baik untuk tempat permukiman maupun
tempat mencari nafkah. Kenyataannya saat ini, tidak sedikit pemilik tanah yang
belum memiliki sertipikat tanah sebagai bukti hak milik atas tanah yang dimilikinya.
Apabila tanah sudah mereka dapatkan, manusia akan mempertahankan tanah tersebut
sebagai kekayaan turun temurun. UUD Tahun 1945 Pasal 33 ayat (2) dan (3)
menjabarkan Peran Negara sangat penting atas cabang-cabang produksi dan negara
menguasai hajat orang banyak dan juga tentang tanah, bumi, air dan kekayaan alam
dan segala yang terkandung di dalamnya dikuasa oleh Negara dengan tujuan
memanfaatkannya sebanyak-banyaknya demi kemakmuran rakyat. Arti dari
kandungan pasal tersebut secara garis besar yaitu negara menguasai air, bumi serta

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan berhak menggunakan



sebesar-besarnya dengan tujuan kemakmuran rakyat. Semakin lama lahan kosong
menjadi semakin berkurang jumlahnya, hal ini dikarenakan permintaan manusia
terhadap tanah selalu bertambah, sehingga tidak heran nilai jual tanah meningkat
tinggi. Permasalahan timbul karena ketidakseimbangan antara persediaan tanah
dengan kebutuhan tanah, maka dari itu peraturan mengenai penguasaan dan
penggunaan tanah yang dengan singkat dapat disebutkan hukum tanah seharusnya
terdiri dari ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan perkembangan-perkembangan
yang telah disebutkan diatas.

Sandang, pangan dan papan merupakan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan
papan dalam hal ini diartikan sebagai kebutuhan manusia akan tempat tinggal dimana
pada umumnya dalam bentuk rumah walaupun sekarang ini terdapat bentuk lain yang
bisa dijadikan sebagai tempat tinggal seperti apartemen, kondominiun, rumah susun
dan banyak bentuk lainnya tetapi dengan konsep yang sama yaitu tempat tinggal.

Apabila dilihat dari segi hukum, maka rumah dapat dijadikan sebagai tempat
kedudukan alat domisili bagi setiap orang ketika melakukan hak dan kewajibannya
di dalam hukum. Namun, realita yang dilihat sekarang ini mempunyai rumah yang
layak terutama di daerah padat penduduk tidak mudah bagi kebanyakan orang apalagi
dengan nilai rumah dan tanah yang tinggi.

Bagi golongan ekonomi kebawah sulit untuk memperoleh sebidang tanah untuk
sekedar tempat tinggal atau dijadikan sumber hidup. Apalagi yang sangat rentan

kehilangan hak menguasai tanah akibat faktor-faktor tertentu tetapi dilihat dari sisi lain,



ada sekelompok orang yang bisa dengan mudahnya menguasai dan memiliki tanah
dengan jumlah yang banyak. Melihat ini sungguh merasa ironis karena tidak sedikit
tanah yang dikuasai sekelompok orang ini tidak dimanfaatkan sesuai dengan
peruntukannya bahkan sebagian tanah tersebut dibiarkan begitu saja tanpa ada aktifitas
diatasnya.
Pada umumnya perumahan massal dibangun di atas tanah dengan status Hak
Guna Bangunan (HGB). Melihat dari pentingnya kebutuhan rumah yang juga termasuk
dalam penguatan status hak atas tanah dimana rumah berdiri. Atas dasar kebutuhan
tempat tinggal ini, hingga tanah tempatnya berdiri lebih bermakna jika berstatus Hak
Milik, mengingat tanah hak milik merupakan tanah yang haknya terpenuh dan terkuat
serta dapat dimiliki seseorang dan juga tanah hak ini juga manjadi induk dari haj atas
tanah lainnya. Menyadari dengan semakin meningkatnya pertambahan penduduk,
memberikan pengaruh terhadap kebutuhan akan perumahan, apalagi masyarakat yang
ada diperkotaan yang semakin lama jumlah penduduknya semakin banyak, sedangkan
untuk membangun rumah tersebut tidak semua masyarakat dapat melakukannya.
Maka salah satu solusi yang terbaik bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah
dengan dana terbatas adalah dengan disediakannya perumahan sederhana, yang saat
ini sedang dikembangkan baik oleh pihak pemerintah ataupun pihak swasta.
Untuk mendapatkan sebuah rumah hunian yang kuat secara hukum tanah yang
melekat pada bangunan harus bersertipikat Hak Milik, hal ini sesuai dengan rumusan

Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan Hak Milik adalah hak



turun-menurun, terkuat dan terpenuh. Akan tetapi dalam kenyataannya tanah yang
melekat dengan bangunan berstatus bukan Hak Milik, sehingga status hukumnya
dirasa belum kuat. Selain itu masyarakat juga belum merasakan kenyamanan untuk
menempati sebuah perumahan dengan status bukan Hak Milik karena adanya jangka
waktu yang terbatas dan biaya tambahan untuk memperpanjangnya.*

Hak Guna Bangunan (HGB) lebih rendah kekuatannya dibanding dengan Hak
Milik. HGB sendiri memiliki keterbatasan dalam jangka waktu yang pada saat jatuh
tempo akan berakhir. Jangka waktu HGB sekitar 30 (tiga puluh) tahun dan dapat
diperpanjang hingga 20 (dua puluh) tahun dan ini tertuang dalam UUPA Pasal 35 ayat
(1) dan (2) sehingga pemegang HGB harus memperpanjang jangka waktunya. Hal ini
tidak efisien dikarenakan panjang dan lamanya proses pengurusan yang panjang dan
biaya yang besar jika dibandingkan dengan hak milik yang memiliki sifat turun
temurun, terpenuh, kuat dan juga miliki landasan hukum vyang lebih tinggi
dibandingkan dengan Hak Guna Bangunan (HGB) hingga pemegangnya tidak
memerlukan perpanjangan hak atas tanah.

Perubahan status dari tanah yang bukan hak milik menjadi tanah hak milik, ini
sesuai dengan peraturan yang berlaku agar rumah yang ditempati menjadi kuat status
hukumnya dibandingkan hak atas tanah lainnya. Pemecahan sertipikat yang dilakukan

oleh para pemegang hak terlebih dahulu harus menyelesaikan berbagai administrasi

'Boedi Harsono,Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2002.Hal.32.



dan prosedur yang akan digunakan dalam pengurusan hak tersebut. Proses pengurusan
peningkatan HGB menjadi Hak Milik tidak terlepas dari peran Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) dan juga Badan Pertanahan Nasional yang proses peningkatannya sapat
dijalankan oleh BPN yang berwenang mengeluarkan sertipikat Hak Milik.

Peningkatan kebutuhan masyarakat menjadi penyebab para pemegang HGB
meningkatkan status hak atas tanahnya menjadi Hak Milik khususnya tanah yang
dijadikan rumah tempat tinggal. Pola pikir masyarakat dapat dipengaruhi karena
peningkatan kebutuhan masyarakat yang terdesak apalagi untuk rumah tinggal dimana
pemegangnya masih berdiri diatas tanah yang berstatus HGB. Sehingga masyarakat
yang memiliki HGB memilih meningkatkan status hak atas tanah yang mereka tempati
dengan mengajukan permohonan dimana pemegang HGB telah memenuhi kriteria
yang dibutuhkan untuk melakukan peningkatan status Hak Guna Bangunan menjadi
Hak Milik,

Didalam pelaksanaan peningkatan hak atas tanah seringkali terdapat
hambatan-hambatanyang dialami oleh pihak Kantor Pertanahan dengan pihak yang
akan mengajukan peningkatan hak atas tanah. Hambatan dalam implementasi yang
dihadapi oleh masyarakat yaitu:

a. Masih terdapatnya penyimpangan tentang pemberian harus tanah yang telah
ditetapkan, dan tanah-tanah tersebut harganya masih rendah atau tidak

mahal.



b. Kurangnya sosialisasi antara tugas pelayanan dari Kantor Pertanahan

Nasional dengan masyarakat.

c. Kurang aktifnya pemohon dalam melengkapi syarat-syarat yang diperlukan
dalam proses peningkatan hak tanahnya.

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangatlah penting, ini juga berlaku
untuk pemegang HGB dimana pemerintah telah mengeluarkan peraturan khusus untuk
HGB ialah Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6
Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah untuk Rumah Tinggal dimana
peraturan ini menjabarkan HGB atas rumah tempat tinggal yang dimiliki oleh Warga
Negara Indonesia (WNI) yang luasnya tidak melebihi 600 m2 atau 600 m2.
Permohonan pengajuan untuk penghapusan HGB oleh yang bersangkutan untuk
memperoleh status baru yaitu hak milik dengan melakukan permohonan kepada
pemegang hak milik sebelumnya.

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan peraturan tersebut, dimana
peraturan itu menjadi pedoman disamping peraturan perundang-undangan lain yang
berkaitan dengan masalah yang akan diteliti terutama mengenai prose peningkatan
HGB atas tanah rmah tinggalmenjadi Hak Milik dimana peranan Badan Pertanahan
Nasional memiliki peran penting dalam proses peningkatan HGB menjadi Hak Milik

tersebut.?

2Bernas, Permohonan Konversi Tanah Hak Guna Bangunan, Liberty, Yogyakarta, 2002, Hal
43.



Kantor Pertanahan Kabupaten Karo merupakan unsur pelaksana Pemerintahan
Kabupaten Karo dalam bidang Pertanahan yang dipimpin oleh seorang kepala kantor
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui
Sekretaris Daerah yang melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam
bidang pertanahan dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang
tugasnya. Adapun Kabupaten Karo terdiri atas 263 Desa dan 17 Kecamatan.

Maka berdasarkan uraian latar belakang diatas di atas penulis tertarik untuk
mengadakan penelitian dengan judul : “Proses Peningkatan Hak Atas Tanah Dari
Status Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik (Studi Kasus Pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Karo)”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dan gambaran latar belakang tersebut diatas, maka dapat
dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah faktor yang mendorong masyarakat untuk meningkatkan Hak Guna
Bangunan menjadi Hak Milik di Kantor Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Karo?

2. Bagaimana proses pelaksanaan peningkatan status hak atas tanah dari Hak
Guna Bangunan menjadi Hak Milik di Kantor Badan Pertanahan Nasional

Kabupaten Karo?



3. Apakah akibat hukum yang timbul jika Hak Guna Bangunan telah berakhir

jangka waktunya?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan juga masalah yang dikemukan di atas, tujuan
yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui faktor yang mendorong masyarakat untuk meningkatkan
Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik.

2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan peningkatan status hak atas tanah dari
Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik di Kantor Badan Pertanahan
Nasional Kabupaten Karo.

3. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul jika Hak Guna Bangunan

telah berakhir jangka waktunya.

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Akademis
Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana
hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis



Dari hasil penelitian ini di harapkan menjadi suatu yang bermanfaat sebagai
sumbangsih dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya perkembangan
hukum Agraria.

3. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai proses
pelaksanaan peningkatan status Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik
dimana juga diharapkan berguna bagi masyarakat yang ingin meningkatkan

status hak atas tanah rumah tinggalnya.

E. Keaslian Penelitian

Dari penelitian pada perpustakaan, khususnya pada lingkungan
perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi, masih belum tersedia
penelitian yang membahas dan mengambil objek penelitian yang
menyangkut masalah: “Proses Peningkatan Hak Atas Tanah Dari Status Hak
Guna Bangunan Menjadi Hak Milik (Studi Kasus Pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Karo)”. Adapun judul yang memiliki unsur sejenis dengan pokok
pembahasan pada penelitian ini ialah sebagai berikut:
1. Imelda Intan Putri Siregar, Nomor Induk Mahasiswa 12600229, dengan

judul:*“Tinjauan Yuridis Tentang Pengalihan Hak Guna Bangunan Atas
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Rumah di bawah Tangan Untuk Menjadi Hak Milik”, dengan perumusan

masalah sebagai berikut:

a. Bagaimana upaya yang harus dilakukan dalam pengalihan peningkatan Hak
Guna Bangunan atas rumah dibawah tangan menjadi Hak Milik?

b. Bagaimanakah upaya hukum yang dilakukan apabila tidak dapat pengalihan
Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik ?

. Tommy Surya Atmaja, Nomor Induk Mahasiswa A11110062, dengan

judul: “Hambatan Dalam Pelaksanaan Peningkatan Hak Guna Bangunan

Menjadi Hak Milik Atas Kepemilikan Rumah Pada Perumnas 1 Di Kota

Pontianak”, dengan perumusan masalah sebagai berikut :

a. Hambatan-hambatan Apa Sajakah Yang Timbul Dalam Proses Pemberian
Hak Milik Atas Tanah Yang Berasal Dari Peningkatan Hak Guna
Bangunan Pada Perumnas 1 Di Kota Pontianak?

. Herry Syahputra, Nomor Induk Mahasiswa 087011008, dengan judul : Proses

Peningkatan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik Pada Perumahan Nasional

Martubung Medan, dengan perumusan masalah sebagai berikut :

a. Bagaimana proses pelaksanaan peningkatan status hak atas tanah dari
Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik di Perumnas Martubung Medan?

b. Bagaimana peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan juga

peranan Kantor Pertanahan dalam pelaksanaan peningkatan status hak atas
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tanah dari Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Hak Milik di Perumnas
Martubung ?

c. Apa saja yang menjadi hambatan bagi terlaksananya peningkatan status
hak atas tanah dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik di Kota

Medan khususnya di Perumnas Martubung ?

F. Tinjauan Pustaka
1. Hak Guna Bangunan

UUPA Pasal 34 ayat (1) telah mendefinisikan HGB merupakan hak untuk
mendirikan dan memiliki bangunan yang berdiri di atas tanah yang bukan miliknya
sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang
kembali paling lama 20 (dua puluh) tahun. Jenis tanah yang dapat diberikan HGB ialah
tanah hak milik negara, tanah pengelolaan dan tanah hak milik. Permberian HGB
didasari oleh kepastian hukum atas jangka waktu pemberian. Pemberian perpanjangan
jangka waktu jika HGB telah berakhir maka HGB yang ada diatas tanah negara dapat
diperpanjang atau diperbaharui berdasarkan permintaan pemegang haknya. Maka dari
itu, perpanjangan HGB ini berhubungan dengan kewajiban HGB atas pemberian atas

tanah bangunan tersebut. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik
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Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Pasal 30 mengenai Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah.?

Pemegang HGB atas tanah dapat memperpanjang atau memperbaharui status
hak atas tanahnya jika persyaratan telah terpenuhi yaitu sebagai berikut:

a. Tanahnya masih dipergunakan dengan baik, sesuai dengan keadaan, sifat

dan tujuan pemberian haknya.

b. Syarat-syarat penberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang

hak.

c. Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagi pemegang hak yaitu WNI

dan Badan Hukum Indonesia.

d. Tanah tersebut masih sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang

bersangkutan.

HGB yang berdiri diatas tanah hak pengelolaan dapat diperpanjang atau
diperbaharui yang didasari oleh permohonan pemegang HGB dimana telah ada
persetujuan dari pemegang hak pengelolaan. Permohonan atas jangka waktu atau
perbaharuan HGB diajukan paling lama 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya masa HGB
tersebut dan akkan dicatat dalam buku tanah pada kantor pertanahan. HGB yang
berdiri atas tanah hak milik diberikan jangka waktu penggunaan paling lama 30 (tiga

puluh) tahun. HGB yang berdiri di atas tanah hak milik tidak dapat diperpanjang

3Rifki, dkk.Analisis Yuridis Kepemilikan Hak Guna Bangunan Atas Ruko Di Pasar
Rejomertani Temanggung, Varia Justicia, Vol.12 No.1, Oktober 2016.
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namun dapat diperbaharui berdasarkan kesepakatan antara pemegang HGB dengan
pemegang Hak Milik yang tertuang dalam akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta

Tanah.

Permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Bangunan ataupun
peningkatan Hak Guna Bangunan yang diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun
sebelum masa berakhirnya jangka waktu Hak Guna Bangunan tersebut berakhir. Dan
untuk selanjutnya perpanjangan ataupun peningkatan Hak Guna Bangunan tersebut
dicatat atau diarsipkan dalam buku tanah atau ruang arsip buku tanah pada kantor

pertanahan.

Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik itu diberikan untuk jangka waktu
paling lama yaitu 30 (tiga puluh) tahun dan juga Hak Guna Bangunan yang diatas
tanahnya itu Hak Milik tidak dapat diperpanjang. Tetapi Hak Guna Bangunan tersebut
dapat diperbaharui ataupun ditingkatkan atas kesepakatan antara pemegang Hak Guna
Bangunan dengan pemegang Hak Milik dengan suatu ikatan yaitu ikatan akta yang

diperbuat oleh pejabat pembuat akta tanah atau yang disebut PPAT.

Peratuan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Pasal 21
tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah telah
mejabarkan tanah yang dapat menjadi objek HGB yaitu:

a. Tanah Negara
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b. Tanah Hak Pengelolaan

c. Tanah Hak Milik

HGB dapat terjadi apabila objeknya dalam keadaan sebagai berikut:

a. Terdapat keputusan pemeberian hak oleh menteri atau perjabat yang
berwewenang dimana HGB yang berdiri di atas tanah negara sesuai yang
diatur dalam Peraturan pemerintah.

b. HGB yang ada diatas tahah Hak Pengelolaan terjadi apabila keputusan
pemberian oleh menteri atau pejabat yang berwewenang yang ditujuk
sebagai pemegang hak pengelolaan.

c. HGB yang berada diatas tanah hak milik terjadi atas perjanjian antara hak
milik dengan penerima hak yang tertuang dalam perjanjian yang ada dalam
akta yang dibuat oleh PPAT.*

Boedi Harsono berpendapat bahwa tanah yang diberikan di atas hak milik

antara lain:

a. HGB atas tanah Hak Milik terjadi karena pemberian dari pemegang Hak
Milik dengan perjanjian yang tertuang dalam akta yang dibuat oleh PPAT
dan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan.

b. Pemberian HGB ini wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan.

“Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2002, hal.17.
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c. HGB atas tanah Hak Milik mengikat pihak ketiga sejak didaftarkan.

d. HGB diatas tanah hak milik diberikan jangka waktu paling lama 30 (tiga
puluh) tahun.

e. Pemegang HGB membuat kesepakatan dengan pemegang Hak Milik
dimana kesepakatan itu dapat dirubah dengan memberi HGB yang baru
yang dibuat oleh PPAT dan hak tersebut wajib didaftarkan.®

Pemegang HGB yang ada di Indonesia terdiri dari Warga Negara Indonesia

serta Badan Hukum yang didirikan menurut ketentuan hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia.®

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Pasal 32 juga

mengatur tentang pemilik hak mendapatkan hak sebagai berikut:

a. Menguasai dan mempergunakan tanah semalam waktu yang telah
ditentukan.

b. Mendirikan dan mempunyai bangunan untuk keperluan pribadi atau
keperluan usaha

c. Mengalihkan HGB tersebut kepada pihak lain dengan perjanjian yang sah

d. Membebani dengan hak tanggungan (beslag) dan

e. HGB ini dapat dijadikan jaminan hutang yaitu dengan dibebani hak

tanggungan sesuai aturan hukum yang berlaku.

®Ibid, hal. 18.
®Ibid, Hal 18.
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Penjabaran di atas juga telah menjelaskan adanya hak tanggungan dimana hak
tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah dengan atau
tidak dengan benda-benda lain yang ada di atasnya sesuai dengan yang tertuang dalam
UUHT (Undang-undang Hak Tanggungan) yang dapat digunakan untuk pelunasan
hutang terhadap kreditur yang masih terkait ataupun untuk pelunasan hutang tertentu
yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap

kreditur lain.

Hak Tanggungan dinyatakan hapus, maka HGB juga terhapuskan.
Pembebanan hak tanggungan ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik
Indonesia No 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanh beserta benda-benda
yang berkaitan dengan tanah yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan kepada kantor pertanahan
setempat untuk dilakukan pencatatan dalam buku tanah dan diterbitkan
sertipikat hak tanggungannya.

b. Akta tanah yang diperbuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
sebagai perjanjian.

c. HGB dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.’

Peralihan ini bisa dengan cara pewarisan diaman dibuktikan dengan adanya

"Siahaan, Marihot, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, PT.Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2003, Hal 141.
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surat wasiat atau surat keterangan sebagai ahli waris yang dibuat oleh pejabat

berwenang diserleh pajabat berwenang disertakan surat kematian pemegang HGB

sebelumnya. HGB juga dapat dialihkan kepada pihak lain yang lebih memenuhi syarat

sebagai pemegang HGU.®

Peralihan HGB dapat terjadi dikarenakan adanya perbuatan hukum tertentu

seperti berupa:

a. Jual beli;

b.  Tukar menukar;

c. Hibah;

d. Penyertaan dalam modal perusahaan (inbreng), harus dibuktikan
dengansuatu akta yang dibuat oleh PPAT.

e. Lelang, yang dibuktikan dengan Berita Acara Lelang yang dibuat

oleh pejabat dari Kantor Lelang.®

Peralihan HGB wajib didaftarkan Kantor Pertanahan wilayah setempat untuk

dicantumkan ke dalam tanah dan dilakukan perubahan nama dalam sertipikat dari

pemegang Hak Guna Bangunan sebelumnya kepada pihak yang menjadi

penerima Hak Guna Bangunan yang baru.

Dalam peralihan Hak Guna Bangunan ada ketentuan khusus yaitu

8Ibid.

°Ibid, Hal 143.
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ketentuan mengenai peralihan Hak Guna Bangunan yang ada diatas tanah hak

pengelolaan, peralihannya dilakukan dengan adamya persetujuan yang telah

disepakai pemegang hak pengelolaan. Maka dari itu, peralihan Hak Guna

Bangunan atas Hak Milik juga harus ada persetuan yang disepakati dengan

pemegang hak milik.

HGB terhapuskan sesuai dengan yang ditentukan dalam UUPA Pasal 40 antara

lain sebagai berikut:

a

Jangka waktunya telah selesai atau telah berakhir sesuai dengan yang
telah ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangan dalam
perjanjian.

Pemberiannya atau perpanjangannya dibatalkan oleh pejabat yang

berwenang atau PPAT Pemegang hak pengelolaan atau pemegang hak

milik sebelum berakhirnya jangka waktu dengan alasan:

1) Tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang HGB,;

2) Tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban yang
tertuang dalam pemberian HGB antara pemegang HGB dan
pemegang Hak Milik atau perjanjian penggunaan tanah Hak
Pengelolaan; dan

3) Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum berakhirnya

jangka waktu yang ditetapkan;
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d. Dicabut haknya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-
Benda Yang Ada Di Atasnya

e. Tanahnya ditinggalkan atau diterlantarkan;

f.  Tanahnya telah musnah;

g Ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) UUPA.

Adapun Konsekuensi bagi bekas pemegang HGB atas HGB tersebut
sebagaimana diatur pada Peraturan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Pasal
37 dan Pasal 38, sebagai berikut:

a. Jika HGB atas tanah milik negara terhapus dan tidak diperpanjang maupun
diperbaharui kembali, maka bekas pemegang HGB wajib membongkar
bangunan dan benda-benda diatasnya dan menyerahkan kembali tanahnya
kepada dalam keadaan kosong selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1
(satu) tahun yang dihitung mulai dari terhapusnya HGB.

b. Jika ada bangunan dan benda-benda yang berdiri di atah tersebut masih
diperlukan maka bekas pemegang HGB akan diberikan ganti rugi dimana
bentuk dan jumlahnya diatur lebih lanjut dan disesuaikan dengan
keputusan presiden.

c. Pembongkaran bangunan dan benda-benda yang berdiri di atas tanah
tersebut dilaksanakan berdasarkan biaya bekas pemegang HGB

terkait.



20

Apabila bekas pemegang HGB lalai dalam memenuhi kewajibannya
maka bangunan beserta benda-benda yang berdiri di atas tanah tersebut
akan dibongkar oleh pemerintah dimana biaya pembongkaran tersebut

ditanggung atau dibebankan oleh bekas pemegang HGB.

Apabila HGB atas tanah pengelolaan atau tanah hak milik terhapus maka bekas

berkas pemegang HGB harus diserahkan kepada pemegang hak pengelolaan atau

pemegang hak milik serta wajib memenuhi ketentuan yang sudah disepakati.

Kewajiban pemegang HGB dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40

Tahun 1996 adalah sebagai berikut:

a

Membayarkan uang pemasukan dimana jumlah dan cara pembayarannya
sudah ditetapkan dalam keputusan pemberian hak.

Menggunakan tanah sesuai denga peruntukan dan persyaratan seperti yang
sudah diperjanjikan dalam pemberiannya.

Pemegang hak wajib memelihara objek HGB dengan sebaik-baiknya
serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan HGB kepada
negara, pemegang hak pengelolaan atau pemegang hak milik setelah
terhapusnya HGB terkait.

Menyerahkan sertipikat HGB yang telah hapus kepada

Kepala Kantor Pertanahan.
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2. Hak Milik
UUPA Pasal 20 ayat (1) memberikan pengertian mengenai hak milik ialah hak
turun temurun yang merupakan hak terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki seseorang
atas tanah sesuai dengan ketentuan. Hak milik dapat dialihkan atau beralaih kepada
pihak lainnya. Menurut Suandra I, dilihat dari UUPA Pasal 22 Hak Milik atas tanah
dapat terjadi dikarenakan sebagai berikut:
a. Hak Milik atas tanah terjadi berdasarkan hukum adat.
Hak Milik atas tanah yang terjadi dengan jalan pembukaan tanah atau
pembukaan hutan.
b. Hak Milik atas tanah yang terjadi karena penetapan pemerintah.
Hak milik yang terjadi karena adanya penetapan pemerintah yang pada
awalnya itu dikuasai oleh pemerintah dengan yang sebelumnya itu mengajukan
permohonan dan yang memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah
ditentukan oleh Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional.
c. Hak milik atas tanah terjadi karena ketentuan perundang-undangan.
Dimana Hak Milik dalam hal ini bisa terjadi karena adanya peraturan tentang
tanah yang setelah UUPA semua hak atas tanah harus diubah menjadi salah

satu hak atas tanah yang diatur oleh UUPA.1°

1Syandra I Wayan, Hukum Pertanahan Indonesia, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1994, Hal 164
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Dalam hal pemindahan Hak Milik UUPA PAsal 26 merumuskan ketentuan-
ketentuan sebagai berikut:

a. Jual beli,penukaran, penghibahan, pemberian yang berasal dari wasiat,
pemberian yang berasal dari adata dan perbuatan-perbuatan lainnya
dengan maksud untuk pemindahan Hak Milik beserta pengawasan yang
diatur dalam peraturan pemerintah.

b. Setiap jual beli, penukaran, pemberian yang berasal dari wasiat, dan
perbuatan lain dengan maksud untuk langsung atau secara tidak langsung
memindahkan hak milik kepada orang asing kepada Warga Negara
Indonesia, atau kepada suatu dana hukum kecuali telah ditetapkan oleh
pemerintah dalam Pasal 21 ayat (2) ialah batal karena hukum dan tanahnya
jatuh kepada negara dengan ketentuan hak hak pihak lainyng
membebaninya tetap langsung dan semua pembayaran telah diterima oleh
pemilik tidak dapat dituntut kembali.

Dalam UUPA Pasal 27 telah ditentukan mengenai faktor-faktor penyebab

hapusnya hak milik atas tanah dan tanahnya jatuh kepada negara, adalah sebagai

berikut:

a. Tercabutnya hak sebagai mana diatur dalam UUPA Pasal 18 untuk

kepentingan umum, bangsa dan negara serta bersama dari rakyat dimana
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hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberikan ganti rugi yang layak
serta cara-cara yang diperbolehkan dalam Undang-Undang.

b. Penyerahan secara sukarela oleh pemilik tanah,

c. Ditelantarkan

d. Subjek haknya tidak memenuhi kriteria sebagi Subjek Hak Milik atas tanah

dikarenakan peralihan hak yang mengakibatkan tanah berpindah kepada
pihak lain tidak memnuhi syarat sebagai subjek hak atas tanah.

e. Tanah telah musnah.*

Pemilik tanah berkewajiban menggunakan atau mengusahakan tanahnya
sendiri secara aktif,. Namun, UUPA menjelaskan hak milik atas tanah dapat digunakan
atau diusahakan oleh pihak lain yang bukan pemiliknya. Ini ditegaskan dalam UUPA
Pasal 24 dimana penggunaan tanah Hak Milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan

diatur oleh Undang-Undang.

Bentuk penggunaan atau pengusahaan tanah Hak Milik oleh bukan pemilik
adalah sebagai berikut:

a. Hak Milik atas tanah dibebani Hak Guna Bangunan;

b. Hak Milik atas tanah dibebani Hak Pakai;

c. Hak Sewa untuk Bangunan;

d. Hak Gadai (Gadai Tanah);

1bid, hal 165.
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e. Hak Usaha Bagi Hasil (Perjanjian Bagi Hasil);

f. Hak Menumpang;

g. Hak Sewa Tanah Pertanian.?

3. Jenis-jenis hak atas tanah yang dapat ditingkat menjadi Hak milik
UUPA menjabarkan beberapa hak-hak yang dapat ditingatkan menjadi

hak milik, yaitu sebagai berikut:

a. Hak Pakai
Hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai oleh
negara atau milik orang lain dimana pemegangnya diberikan wewenang dan
kewajiban yang ditentukan oleh keputusan pejabat yang berwewenang atau
tertuang dalam perjanjian antara pemegang hak dengan pemilik tanah
disebut sebagai hak milik. Perjanjian yang dimaksud bukanlah perjanjian
sewa menyewa atau perjanjan pengelolahan tanah atau berkaitan dengan itu
namun perjanjian harus tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan yang
dicantum dalam UUPA.

b. Hak Guna Bangunan
HGB merupakan hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan-bangunan

di atas tanah yang bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu paling lama

2|bid, hal. 161-162.
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30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh)
tahun.

c. Hak Guna Usaha
Hak Guna Usaha yaitu hak khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan
miliknya sendiri yang dapat digunakan sebagai tempat perusahaan,

pertanian, perikanan dan peternakan.

G. Metode Penelitian
1. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan
tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskriptif tentang suatu
keadaan secara subjektif tentang Proses Peningkatan Hak Atas Tanah dari
status Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik di Kantor Badan Pertanahan
Nasional Kabupaten Karo.!3
2. Jenis penelitian
Jenis Penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
penelitian yuridis empiris yaitu menelusuri tentang peningkatan hak
kepemilikan dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik yang dimulai dari

proses pengajuan hak kepemilikan kepada Kantor Pertanahan serta berkas-

13Bambang Sudrejono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 2001, Hal.78.
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berkas yang disiapkan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan
pengajuan peningkatan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik dan juga
didukung dari hasil wawancara dengan beberapa staff Pegawai Kantor

Pertanahan di Kabupaten Karo.'

3. Metode Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data pustaka (library
research) dan pengumpulan data lapangan (field research). Metode kepustakaan
digunakan untuk mencari jawaban rumusan masalah pada sumber bacaan
(referensi), seperti literatur buku, majalah, jurnal, e-jurnal, dan sumber lainnya.
Metode pengumpulan data lapangan adalah mengumpulkan data dari keadaan,
fenomena, atau situasi yang terjadi dari lokasi penelitian dengan metode

wawancara dan lain sebagainya.

4. Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu melalui data
sekunder. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku
yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk

laporan, skripsi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder terdiri atas:

Masri Singarimbun., dkk, Metode Penelitian Survey, LP3ES, Jakarta, 1989
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a. Data Primer

1. Hasil wawancara dengan narasumber.

2. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
(BPN) No 6 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah
Untuk Rumah Tinggal.

3. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 15/1997 Tentang Perubahan Keputusan Menteri
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun
1997 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Sangat
Sederhana (RSS) dan Rumah Sederhana (RS).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha,
Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah.

6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelakasanaan Peraturan
pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat
Pembuat Akta Tanah

7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Perubahan Hak Guna
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Bangunan Atau Hak Pakai Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang
Dibebani Hak Tanggungan Menjadi Hak Milik.
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang
Perumahan dan Permukiman
9. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria
b. Data Sekunder
Data sekunder terdiri dari literatur buku, tulisan ilmiah hukum dan internet yang
berkaitan dengan objek penelitian.
c. Data Tersier

Data tersier yang terdiri dari kamus hukum, jurnal dan e-jurnal.

. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan
data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan
tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh
data. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan kemudian disusun secara

sistematis kemudian di klarifikasi menurut kebenarannya di lapangan, dengan
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menganalisis secara normatif kualitatif, guna menemukan jawaban
permasalahan penelitian. Melalui intervensi undang-undang dan peraturan
pemerintah yang berkaitan dengan Pelaksanaan Peningkatan Hak Guna
Bangunan. Menjadi Hak Milik. Data yang diperoleh dari hasil penelitian
lapangan dianalisis dan dihubungkan dengan teori-teori yang didapat dari studi
kepustakaan sehingga dapat memberikan uraian bersifat diskriptif. Kemudian
dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan dengan menggunakan metode
induktif, dimana metode yang bertolak dalam hal-hal khusus ke hal-hal

umum.

H. Sistematika Penulisan

Agar dapat memahami arah dan ruang lingkup penulisan skripsi ini, penulisan
skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang meliputi :

BAB | Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah,
Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka,

Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB Il Faktor yang Mendorong Masyarakat untuk Meningkatkan Hak Guna
Bangunan menjadi Hak Milik di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten
Karo, yang terdiri dari Faktor Penyebab Perubahan Sertipikat Hak Guna Bangunan

menjadi Hak Milik, Faktor Pendorong Peningkatan Hak Guna Bangunan dan



BAB Il
FAKTOR YANG MENDORONG MASYARAKAT UNTUK
MENINGKATKAN HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK
MILIK DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KABUPATEN KARO

A. Faktor Penyebab Perubahan Sertipikat Hak Guna Bangunan Menjadi Hak
Milik

Pada hakikatnya perubahan atas tanah merupakan penegasan atas terhapusnya
hak atas tanah semula dan pemberian hak atas tanah baru dengan jenisnya lain. Dalam
Perubahan Sertipikat HGB menjadi Hak Milik biasanya terjadi karena jangka
waktunya sudah akan berakhir sesuai yang telah diatur dalamUUPA Pasal 35 ayat (1)
tentang HGB untuk memperolah Hak Milik seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal
20 ayat (1) UUPA tentang Hak Milik.*®

UUPA Pasal 35 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 40
tahun 1996 Pasal 1 angka 1 mengatut tentang hak guna bangunan. HGB yang
merupakan hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan-bangunan di atas tanah yang
bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dan dapat
diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) tahun. Dari pengertiannya dapat dipahami

bahwa pemilik bangunan berbeda dengan pemilih tanah dimana bangunan tersebut

15 Abd. Rahim Lubis,HukumPendaftaranTanah, MandarMaju, Bandung, 2008, hal. 22.

30
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berdiri atau lebih sederhara Pemegang HGB buakanlah pemilik tanah dimana
bangunan itu didirikan.®

Dalam UUPA penjelasan 111/3 maka hak yang dimiliki oleh pemegang hak
sangatlah terbatas dikarenakan berdiri di atas tanah yang bukan haknya, maka hanya
terjadi sepanjang waktu tertentu. Ini yidak seperti hak milik yang haknya adalah
terpenuh di antara hak-hak diatas tanah.t’

HGB yang jangka waktunya berakhir dapat diperpanjang kembali paling lama
20 (dua puluh) tahun atas permohoan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan
serta keadaan bangunan tersebut sesuai yang diatur dalam UUPA PAsal 35 ayat (2)
yang menyebutkan bahwa permintaan pemegang hak dengan mengingat keperluan
serta keadaan bangunan dalam waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam keadaaan dilapangan dapat dilihat faktor yang menyebabkan perubahan
sertipikat Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik, yaitu :

1. Kepastian hak tanpa batas waktu berlaku.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa sebagian besar responden yaitu 75 orang
atau 77.32 % beranggapan bahwa perubahan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik
akan memberikan kepastian hukum terhadap pemegang haknya secara penuh tanpa
batas waktu berlaku. Sedangkan respon yang menyatakan tidak yakin jika perubahan

Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik akan memberikan kepastian hukum terhadap

BKartiniMuljadi, GunawanWidjaja, Hak-HakAtas Tanah, Kencana , Jakarta, 2005, hal. 190.
17SoedharyoSoimin, Status HakdanPembebasan Tanah, SinarGrafika , Jakarta, 2001, hal. 21.
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pemegang haknya secarapenuh sebanyak 5 orang atau 5.15 %. Responden yang tidak
tahu sama sekali bahwa perubahan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik
memberikan kepastian hukum terhadap pemegang haknya secara penuh tanpa batas
waktu adalah 17 orang atau 17.53 % responden. Dengan demikian, dapat diketahui
bahwa dibandingkan dengan responden pemegang hak atas tanah yang menyatakan
perubahan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik akan memberikan kepastian
hukum terhadap pemegang haknya secara penuh tanpa batas waktu berlaku, maka
jumlah pemegang hak atas tanah yang menyatakan bahwa perubahan Hak Guna
Bangunan menjadi Hak Milik akan memberikan kepastian hukum terhadap pemegang
haknya secara penuh tanpa batas waktu, ternyata jauh lebih banyak.
2. Ketentraman (psikologis).

Rumah tangga, responden yang menyatakan bahwa dengan perubahan Hak
Guna Bangunan menjadi Hak Milik dapat membuat hidup rumah tangganya menjadi
tentram (psikologis) sebanyak 82 orang atau 84.54 %. Sedangkan sebanyak 5 orang
atau 5.15 % responden menyatakan bahwa ketentraman (psikologis) rumah tangga
mereka tidak berkaitan dengan perubahan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik
perumahan yang mereka tempati. Sisanya sebanyak 10 orang atau 10.31 % responden
tidak tahu jika dengan perubahan HGB menjadi Hak Milik akan memberikan
ketentraman (psikologis) rumah tangga mereka. Dengan demikian, dapat diketahui
bahwa dibandingkan dengan responden pemegang hak atas tanah yang menyatakan

perubahan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik akan memberikan ketentraman
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(psikologis) dalam rumah tangganya kepastian hukum terhadap pemegang haknya,
maka jumlah pemegang hak atas tanah yang menyatakan bahwa perubahan HGB
menjadi Hak Milik akan memberikan ketentraman (psikologis) dalam
rumahtangganya, ternyata jauh lebih banyak.
3. Meningkatkan harga tanah/nilai ekonomis.

Sebanyak 72 orang atau 74.23 % responden yang menyatakan bahwa perubahan
Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik akan meningkatkan harga jual tanah yang
mereka miliki. Sedangkan sebanyak 15 orang atau 15.46 % responden tidak begitu
yakin bahwa perubahan HGB menjadi Hak Milik dapat meningkatkan harga jual tanah
yang mereka miliki. Sisanya sebesar 10 orang atau 10.31 % responden menyatakan
tidak tahu bahwa perubahan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik akan dapat
meningkatkan harga jual/nilai ekonomis tanah. Dengan demikian, dapat diketahui
bahwa dibandingkan dengan responden pemegang hak atas tanah yang menyatakan
tidak tahu atau tidak yakin bahwa perubahan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik
akan meningkatkan harga jual/nilai ekonomis tanah yang mereka miliki, maka jumlah
pemegang hak atas tanah yang menyatakan yakin bahwa perubahan Hak Guna
Bangunan menjadi Hak Milik akan meningkatkan harga jual/ tanah yang mereka miliki,

ternyata jauh lebih banyak.

4. Prosedur lebih sederhana (deregulatif).
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Berdasarkan hasil penelitian menurut 61 orang atau 62.89 % menyatakan
bahwa Prosedur perubahan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik lebih sederhana
(deregulatif) dibandingkan sebelumnya. Sedangkan sebanyak 12 orang atau 12.37 %
responden menyatakantidak yakin bahwa prosedur peningkatanHak Guna Bangunan
menjadi Hak Milik akan lebih sederhana dibandingkan sebelumnya.

Responden yang tidak tahu bahwa dengan prosedur peningkatan Hak Guna Bangunan
menjadi Hak Milik lebih sederhana dibandingkan sebelumnya, adalah sebesar 24 orang
atau 24.74 % responden. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa dibandingkan
dengan responden pemegang hak atas tanah yang menyatakan tidak tahu atau tidak
setuju bahwa prosedur peningkatan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik lebih
sederhana, maka jumlah pemegang hak atas tanah yang menyatakan bahwa prosedur
peningkatan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik lebih sederhana daripada

sebelumnya ternyata jauh lebih banyak.

B. Faktor Pendorong Peningkatan Hak Guna Bangunan

UUPA Pasal 37 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun
1996 pasal 37 menjelaskan faktor yang mendorong masyarakat untuk meningkatkan
HGB :

1. HGB atas tanah negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh

Menteri atau pejabat yang selanjutnya didaftarkan di Kantor Pertanahan.
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2. HGB atas hak pengelolaan diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh
menteri atau pejabat yang itunjuk berdasarkan usul pemegang hak
pengelolaan dan wajib di daftarkan di Kantor Pertanahan.

3. HGB atas tanah hak milik terjadi karena perjanjian yang berbentuk otentik
antara pemegang hak milik dengan pihak yang akan memperoleh HGB
dengan akta yang di hadapan PPAT yang kemudian didaftarkan di Kantor
Pertanahan.

Berikut jumlah data pengurusan perubahan hak guna bangunan menjadi hak

milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Data Perubahan HGB Menjadi Hak Milik Di Kantor Pertanahan

Kabupaten Karo

No | Tahun Jumlah Ket
1 | 2015 10 Bidang
2 2016 24 Bidang
3 | 2017 41 Bidang
4 | 2018 37 Bidang

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Karo
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Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah data yang masuk
dalam pengurusan perubahan hak guna bangunan menjadi hak milik mulai dari tahun
2015 sampai 2019 bersifat fluktuatif tetapi mengalami peningkatan, terutama pada
tahun 2017.

Pemberian HGB atat tanha milik negara atau tanah pertanahan merupakan tanda
bukti hak bahwa pemegang hak telah diberikan HGB kepada Pemegang HGB akan
diberikan sertipikat hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1996 Pasal 23.

Pemberian HGB atas tanah ini terjadi karena pemberian hak oleh pemegang hak
milik kepada penerima HGB dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Hak tersebut wajib
didaftarkan di Kantor Pertanahan sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan
pemerintah namun sampai sekarang peraturan pelaksanaan HGB atas hak milik masih

belum ada.

C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Peningkatan Status dari hak Guna Bangunan
Menjadi Hak Milik

Dalam pelaksanaan peningkatan status hak atas tanah di Kantor Pertanahan

Karo dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik tentunya tidak akan terlepas dari

adanya hambatan, hambatan tersebut berkaitan dengan pihak-pihak yang terkait atau

terlibat dalam proses pelaksanaan peningkatan status tanah tersebut. Hambatan yang

pertama adalah hambatan yang datang dari pemilik rumah yang dalam hal ini
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berkedudukan sebagai pemohon, dimana masyarakat yang bertempat tinggal di
Kabupaten Karo sebagian besar belum mengetahui dan memahami mengenai status
tanah rumah yang mereka tempati, karena Kketerbatasan pendidikan dan
pengetahuannya, sebagian masyarakat masih belum mengerti mengenai status tanah,
mereka hanya mengetahui bahwa mereka membeli rumah dengan mencicil dan sampai
batas waktu tertentu setelah cicilan diselesaikan maka rumah tersebut menjadi milik
mereka, hanya sebatas itulah yang mereka ketahui yaitu Hak Milik atas rumah.

Dan apabila tidak ada hal atau masalah yang berhubungan dengan keberadaan
status tanah atas rumah tersebut mereka tidak pernah untuk mencari tahu apa dan
bagaimana status tanah dari rumah mereka, tetapi ketika mereka hendak menjual
ataupun hendak mengangunkan rumah mereka, ketika itulah mereka berusaha mencari
penjelasan mengenai status tanah dari rumah yang mereka tempati selama ini mereka
baru mengetahui bahwa status tanah dari rumah mereka adalah Hak Guna Bangunan
dan mereka juga baru mengetahui bahwa hak atas tanah mereka tersebut dapat
ditingkatkan menjadi Hak Milik dengan melalui proses serta memenuhi syarat-syarat
tertentu.

Bagi sebagian masyarakat Karo yang telah mengetahui dan memahami
mengenai status tanah dari rumah mereka dan berkeinginan untuk meningkatkan status
tanahnya dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik, permasalahannya mereka
belum mengetahui prosedur dan tata cara serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk

meningkatkan status tanah tersebut. Hal ini karena kurangnya penjelasan dan
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sosialisasi mengenai hal tersebut kepada masyarakat yang bertempat tinggal di
Kabupaten Karo.

Namun, ada pula pemohon yang menyatakan, dalam melakukan peningkatan
hak atas tanahnya mereka mengalami hambatan atau kesulitan dalam hal dana atau
biaya yang akan dikeluarkan, mereka harus mengeluarkan biaya untuk mendapatkan
surat rekomendasi dari pihak Perum Perumnas, selain itu mereka juga harus
mengeluarkan biaya untuk peningkatan hak di Kantor Pertanahan dan juga mereka
harus mengeluarkan biaya untuk jasa Notaris PPAT, sehingga mereka merasa enggan
untuk melakukan peningkatan hak atas tanahnya tersebut.

Disamping itu hambatan lain yang dirasakan oleh pemohon adalah tidak adanya
informasi yang diberikan pada saat mendaftar mengenai syarat-syarat apa saja yang
harus dilengkapi oleh pemohon untuk peningkatan hak atas tanah tersebut, sehingga
setelah berkas pemohon tersebut sudah sampai ke bagian hak atas tanah barulah
kemudian berkas pemohon tersebut diperiksa kelengkapan administrasinya, sehingga
apabila berkas pemohon tersebut tidak lengkap maka berkas tersebut tidak jadi diproses
melainkan dikembalikan kepada pemohon sehingga waktu yang diperlukan untuk
proses peningkatan hak atas tanah tersebut menjadi semakin lama.

Hambatan berikutnya adalah yang dirasakan oleh pihak pengembang berkaitan
dengan peningkatan status dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik yaitu bahwa
masyarakat yang menginginkan perubahan hak tersebut seringkali tidak melengkapi

persyaratan administrasi yang telah ditentukan, dan juga tergantung kepada dana yang
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diperlukan sehingga proses pengurusannya berjalan sangat lama. Hambatan dalam
pelaksanaan peningkatan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik di Kabupaten Karo
juga dirasakan oleh Kantor Pertanahan Karo, dimana Kantor Pertanahan Kabupaten
Karo masih kekurangan dalam jumlah aparatur yang menangani proses peningkatan
hak atas tanah tersebut.

Pelaksanaan pelayanan peningkatan hak atas tanah bukan merupakan pekerjaan
yang ringan akan tetapi merupakan pekerjaan yang banyak membutuhkan tenaga ahli
di bidangnya. Di Kantor Pertanahan Karo ini, jumlah tenaga ahli yang menangani
pelaksanaan peningkatan hak atas tanah ini masih sangat terbatas. Hal ini dilihat dari
menumpuknya pekerjaan, yang menyebabkan pelayanan menjadi sangat lambat dan
tidak tepat waktu.

Dengan adanya sumber daya manusia yang masih sangat terbatas, merupakan
sebagian sebab dari belum lancarnya kegiatan pelaksanaan peningkatan hak di Kantor
Pertanahan Karo, maka wajarlah kiranya dengan kekurangan tenaga ahli, penyelesaian
pekerjaan ini menjadi lambat karena kurang adanya keseimbangan antara tenaga yang
tersedia dan tugas yang harus diselesaikan.

Selain itu faktor penghambat dalam pelaksanaan peningkatan status dari Hak
Guna Bangunan menjadi Hak Milik adalah pemohon hak sering kali tidak melengkapi
berkas atau syarat yang diwajibkan oleh Kantor Pertanahan, sehingga berkas

permohonan tersebut tidak dapat di proses dan apabila si pemohon tidak dapat
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melengkapi persyaratan tersebut maka berkas permohonan dikembalikan kepada si
pemohon.

Masih terdapatnya penyimpangan tentang pemberian luas tanah yang telah
ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 9 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa luas tanah untuk perumahan
sederhana tidak boleh melebihi dari luas 200 M? ini menyebabkan terhambatnya
proses peningkatan hak dikarenakan faktanya di Kabupaten Karo masih terdapat
ukuran luar tanah Rumah Sederhana (RS) yang akan ditingkatkan menjadi Hak Milik
melebihi ukuran luas yang terlah ditetapkan.

Apabila beban kantor pertanahan kabupaten/kota dalam melayani permohonan
pendaftaran hak milik terlalu banyak dan berat maka hak tersebut harus dilaporkan
kepada Kepala Kantor Pertanahan tingkat provinsi yaitu Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi.

Berdasarkan laporan yang telah diterima dari Kantor Pertanahan tingkat
kabupaten/kota mengenai beban dalam beban pemberian layanan pendaftaran hak
milik, dimana kepala kantor badan pertanahan tingkat provinsi demi mengambil
langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi masalah dimana dengan mangatur
tata cara kerja yang lebih efisien atau dapat membantukan tenaga pelaksana dalam
bentuk penegasan dan jika diperlukan kantor pusat Bandan Pertanahan Nasional akan

membantu.



41

Dengan perubahan HGB atas rumah tinggal yang dibebani hak tanggungan
untuk ditingkatkan menjadi hak milik telah disampaikan melalui peraturan Menteri
Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1996. Peraturan
ini menekankan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dimana perubahan hak
atas tanah yang dibebani hak tanggungan menjadi hak milik sesuai yang ada di dalam
Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9
Tahun 1997, Nomor 2 Tahun 1998 dan Nomor 6 Tahun 1998. Seiring berjalannya
waktu, keraguan timbul dikarenakan hak tanggungan akan terhapus dengan sendirinya
jika hak tanah yang dibebaninya terhapus.

Hak tanggungan yang dibebani HGB termasuk diatas juga gugur dengan
dihapusnya HGB yang telah naik tingkat menjadi hak milik. Maka dari itu, maka
dipahami bahwa kreditur atau bank keberatan tentang HGB yang dirubah menjadi hak
milik tanpa ada jaminan pelinasan kredit yang telah diberikan. Akibatnya pemegang
HGB atau hak pakai yang sedang dibebani Hak Tanggungan tidak dapat mendaftarkan
perubahan HGB menjadi hak milik jika belum melunasi hutangnya terlebih dahulu atau
menjamin dalam bentuk lain.

Solusi perlu diberikan kepada masyarakat pemegang HGB jika mendapati
kondisi seperti yang disebutkan diatas, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah
agar mereka dapat mendaftarkan hak milik atas tanah tanpa terlebih dahulu melunasi

kredit atau menjaminnya tengan jaminan lain dan dilain pihak tetap memberikan
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kepastian kepada pemegang hak tanggungan akan keberlangsungan jaminan pelunasan
kredit rumahnya.

Faktor penghambat lain yang dirasakan sehubungan perubahan status tanah
dari HGB menjadi Hak Mili atas rumah tinggal ialah behubungan dengan Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB). Hal ini dikarenakan tidak semua harga perolahan tanah untuk
rumah sederhana yang dikenakan PBB dimana berarti tanah tersebut harganya lebih
rendah atau tidak mahal. Namun, untuk tanah rumah sederhana yang terhitung telah
dapat dikenakan PBB yang tertagih, maka dari itu untuk tanah atas tanah sederhana
yang telah dikenakan PBB akan dikenakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOB) PBB dengan
nilai tisak lebih dari Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Faktor penghambat yang ditemui berdasarkan waktu pembuatan akta jual beli
atau perolehan rumah di Kabupaten Karo, telah dijelaskan oleh Notaris PPAT88 bahwa
waktu yang diperlukan dalam pembuatan akta jual beli antara pemilik lama dengan
pihk pembeli, atau bisa juga dengan pemohon peningkatan status tanah Rumah
Sederhana (RS) hingga proses pengurusan peningkatan status HGB di Kantor
Pertanahan Karo menjadi hak milik. Jangka waktu pengurusannya memakan waktu
yang bervariasi 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu hingga 1 bulan. Hal ini bergantung pada
kelengkapan data yang diberikan oleh pihak yang terkait baik developer maupun pihak
yang meningkatkan ststus tanah Rumah Sederhana dari HGB menjadi hak milik serta

kecukupan dana yang diberikan oleh beberapa pihak.



43

Perubahan HGB tanah yang dibebani oleh hak tanggungan menjadi hak milik
atas tanah rumah sederhana selain memberikan kepastian hukum kepda pemegang hak
juga memberikan keuntungan kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
Keuntungan juga didapatkan oleh pemegang hak tanggungan atau kreditur dengan
menyesuaikan jangka waktu kredit sesuai dengan kemampuan para debitur tanpa
mengkhawatirkan terhapusnya hak tanggungan karena hak atas tanah yang membebani
tidak terbatas.

Proses peningkatan Hak Guna Bangunan ini diharapkan semua pihak agar
dapat saling membantu. Kantor pertanahan memiliki peran penting dalam proses
perubahan ini dimana kantor pertanahan menjadi tempat atau fasilitas pemerintah
dalam memberikan kepastian akan kelangsungan hak atas tanah yang dipergunakan
untuk rumah tinggal ataupun rumah sederhana bagi Warga Negara Indonesia sekaligus
juga mempermudah pelaksanaan tugas pemerintah khususnya Badan Pertanahan
Nasional. Akan lebih efisien jika pemegang hak tidak perlu datang ke kantor
pertanahan hanya untuk memperpanjang maupun memperbaharui haknya diwaktu
yang akan datang. Peran PPAT sebagai pejabat yang bertugas dan dapat memahami
pembuatan akta juga sangat penting agar akta dapat diproses sebagaimana tugas dan

tanggung jawabnya.



BAB 111
PROSES PELAKSANAAN PENINGKATAN STATUS HAK
ATAS TANAH DARI HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK
MILIK DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KABUPATEN KARO

A. Dasar Hukum Perubahan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik

1. Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Bumi, air, dan kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang berarti bahwa bumi, air, dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikelola sedemikian
sehingga mampu mentransformasi masyarakat secara ekonomi, budaya dan
ideologi.

2. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Perubahan HGB atau Hak
Pakai (HP) Atas Tanah untuk Rumah Tinggal yang Dibebani Hak Tanggungan
Menjadi Hak Milik, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) angka 3
Keputusan MNA/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 1997.

3. Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1998
Tentang Pemberian Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal yang telah dibeli

oleh pegawai negeri dari pemerintah.
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4. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 1998, tentang

pemberian Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal. 18

Persyaratan Perubahan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik

Perubahan HGB menjadi hak milik merupakan perubahan hak dari hak
yang statusnya lebih rendah menjadi hak yang lebih tinggi.*® Dalam kategori
perubahan hak ini, terdiri dari beberapa obyek, antara lain yang berasal dari tanah
Hak Ulayat, Hak Pelepasan tanah Negara .2

Sebelum mengajukan permohonan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN),
harus menyiapkan beberapa persyaratan atau dokumen yang diperlukan, antara
lain:
1. Fokopi KTP Pemohon;
2. Fotokopi Kartu Keluarga;
3. Surat Kuasa jika dikuasakan;
4. Surat Persetujuan darji kreditor (jika dibebani hak tanggungan);
5. Fotokopi SPPT PBB tahun terakhir;

6. Sertipikat HGB; dan

'8Ibid., hal.305.
Ibid.hal. 304.
2bid., hal.305.
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7. Fotokopi IMB.

Sertipikat Hak Guna Bangunan diatur dalam pasal 35-40 Undang-undang Pokok
Agraria, pasal ini diterangkan bahwa Hak Guna Bangunan itu merupakan kewenangan
yang diberikan pemerintah untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas
tanah yang bukan miliknya sendiri selama jangka waktu tertentu selama 30 (tiga puluh)
tahun dan dapat diperpanjang hingga dalam 20 (dua puluh) tahun. Ataupun singkatnya,
pemilik rumah dengan legalitas Hak Guna Bangunan hanya memiliki bangunannya
saja sedangkan tanah dimiliki oleh negara. Sertipikat jenis ini biasanya dimanfaatkan

oleh developer apartemen ataupun perumahan.

Pemilik rumah dengan legalitas Hak Guna Bangunan tidak bisa dengan
sembarangan mengubah dan menggunakan lahan secara bebas tanpa izin, oleh karena
itu Hak Guna Bangunan biasanya cocok dimiliki oleh yang membeli rumah untuk

waktu terbatas misalnya itu untuk keperluan komersial.

C. Prosedur Perubahan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik

Adapun Dasar Hukum penrubahan seritifkat adalah Keputusan Menteri Negara
atau Kepala BPN Nomor 6 Tahun 1998. Status Sertipikat Hak Milik (SHM) tentunya
lebih tinggi ketimbang HGB, yang memiliki masa berlaku waktu tertentu, misalnya 20
tahun atau 30 (tiga puluh) tahun. Masa berlaku HGB harus diperpanjang dan tentunya
memerlukan biaya. Sementara Sertipikat Hak Milik (SHM) tak terbatas waktu. Oleh

karena itu, agar tak direpotkan oleh urusan perpanjangan HGB, leibh baik
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mengurusnya sebelum masa berlakunya habis, yakni Sertipikat hak atas tanah menjadi
Sertipikat Hak Milik (SHM).

Kriteria yang harus dipersiapkan untuk proses perubahan HGB menjadi Hak
milik sesuai dengan peraturam yang belaku yaitu Keputusan Menteri Agraria/Kepala
BPN Nomor 9 Tahun 1997 Tanggal 2 Juli 1997 tentang Pemberian Hak Milik atas
Tanah Untuk Rumah Sangat Sederhana (RSS) dan Rumah Sederhana (RS) jo. Nomor
15 Tahun 1997 Tanggal 22 Oktober 1997 (perubahan) jo. Nomor 1 Tahun 1998
Tanggal 22 Januari 1998, Keputusan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1998 tentang
pemberian Hak Milik atas Tanah Untuk Rumah Tinggal yang telah dibeli oleh Pegawai
Negeri dan Pemerintah dan Keputusan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomr 6 Tahun
1998 untuk Perubahan (Peningkatan) Hak Untuk Rumah Tinggal.

Prosedur yang harus dilakukan secara garis besar atas dasar Lampiran Il
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang
proses perubahan hak atas tanah. Sebagai bentuk peningkatan pelayanan pertanahan

kepada masyarakat di bidang pertanahan dapat dilihat pada bagan sebagai berikut :
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KANTOR PERTANAHAN

LOKET
PEMOHON PROSES
LOKET LOKET
LAYANAN
PELAYANAN PEMBAYARAN
g 1.Penerimaan dan 2.Penerimaan 3.Pencatatan dan
e Pemeriksaan » Pembayaran Biaya > Pembukuan Hak

Keterangan :

Dokumen Perohonan

Pendaftaran

5.Penyerahan Sertipikat <

A 4

4.Penerbitan

Sertipikat

1. Petugas Loket Badan Pertanahan Nasional menerima dan melakukan

pemeriksaan berkas yang diajukan oleh pemohon.

2. Pemohon di wajibkan membayar Pajak yang dibebankan olehnya sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Setelah kewajiban pajak dan biaya dministrasi dibayarkan dikeluarkan bukti

danpetugas diwajibkan melakukan pencatatan dan pemohon menunggu

sampai waktu yang di tentukan Petugas Badan Pertanahan Nasional.
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4. Diterbitkan Sertipikat, Petugas Badan Pertanahan memberitahu pemohon
untuk mengambil sertipikat.

5. Diserahkan Sertipikat oleh Badan Pertanahan Nasional.

Waktu yang diperlukan dalam peningkatan ataupun perubahan hak atas tanah
dari status Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik yaitu kurang lebih dari 5 (lima)
hari kerja berdasarkan Lampiran Il peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia nomor 1 tahun 2010. Adapun biaya dalam perubahan hak atas
tanah tersebut tertuang pada ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2010
tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada

Badan Pertanahan Nasional.

Dalam pasal 45 dituliskan ketentuan dokumen yang tidak dapat ditingkatkan
haknya, Kepala kantor pertanahan dapat menolak untuk melakukan pendaftara
peralihan atau pembebanan hak jika ada dari salah satu syarat dibawah ini tidak
terpernuhi yaitu:

a. Sertipikat atau surat keterangan mengenai keadaan ha katas tanah sudah tidak
sesuai dengan daftar yang ada pada kantor pertanahan.
b. Dilakukannya perbuatan hukum sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 37

ayat (1) dimana tidak dibuktikan dengan adanya akta yang diterbitkan PPAT
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atau kutipan risalah lelang sebagaimana yang diterbitkan Pasal 41 kecuali

dalam keadaan tertentu seperti yang tercantum dalam Pasal 37 ayat (2).

. Tidak lengkapnya dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan atau

pembebanan hak yang bersangkutan.
. Tidak terpenuhi syarat lain yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan yang bersangkutan.

. Tanah merupakan objek sengketa di pengadilan.

Perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta PPAT batal atau dibatalkan
berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuaran hukum
tetap.

Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dibatalkan
oleh para pihak sebelum didaftar oleh Kantor Pertanahan(2) Penolakan Kepala
Kantor Pertanahan dilakukan secara tertulis, dengan menyebutkan alasan-
alasan penolakan itu. Surat penolakan disampaikan kepada yang
berkepentingan, disertai pengembalian berkas permohonannya, dengan salinan

kepada PPAT atau Kepala Kantor Lelang yang bersangkutan



BAB IV
AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL JIKA HAK GUNA BANGUNAN

TELAH BERAKHIR JANGKA WAKTUNYA

A. Akibat Hukum Perubahan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik

Keberadaan UUPA sangat berperan aktif dalam hal mengatur hak-hak atas tanah
dalam keberlangsungn hidup berbangsa dan bernegara serta untuk menciptakan
masyarakat yang adil dan makmur. Pelaksanaan proses perubahan HGB atas tanah
menjadi Hak Milik di Kabupaten Karo belum berjalan dengan baik dan akibat hukum
yang ditimbulkan dari proses peningkatan ini menjadi ialah:

1. Kepemilikan status tanah mutlak sebagai pemilik tanah.

2. Tidak adanya jangka waktu atau batas waktu atas kepemilikan tanah karena
sudah ditingkatkan hak atas tanahnya atau tidak terbatas untuk jangka waktu
kepemilikan tanah tersebut.

3. Berdasarkan sifatnya dapat dimiliki secara turun temurun atau dapat diwariskan
kepada ahli waris (satu garis keturunan), sebagai bukti kepemilikan atas tanah
tersebut maka diterbitkanlah sertipikat hak milik atas tanah tersebut yang
diketahui oleh Kantor Badan Pertanahan setempat.

Akibat hukum tentang pembahasan perubahan kebijakan peningkatan hak atas
tanah tidak dapat dilepaskan dari pembahasan tentang perspektif historis kebijakan

pertanahan yang regulatif, proses perumuusan dan implementasi kebijakan serta
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implikasi hukum yang ditimbulkan atau ekspektasi yang hendak dicapai atas
diberlakukannya kebijakan deregulatif yang menjadi concern dan political will
pemerintah menjelang reformasi. 2

Sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Menteri
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1999 hal yang umum dari
perubahan hak yang terutama dalam peningkatan haknya. Dikatakan bahwa Kepala
Kantor Pertanahan diberikan kewenangan untuk melaksanakan perubahan ataupun
peningkatan semua hak atas tanah kecuali Hak Guna Usaha. Tetapi sesuai dengan surat
edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan nomor 500-0 49 tanggal 6 januari
2005 itu ditentukan bahwa dengan penggunaan kewenangan perubahan hak tersebut
dibatasi pada kewenangan-kewenangan yang telah diberikan oleh Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasiobal. %2

Dalam hal pendaftaran perubahan hak untuk melaksanakan kebijaksanaan
tertentu khususnya bersifat massal, buku tanah dan sertipikat lama dapat terus
dipergunakan dengan mencoret ciri-ciri hak semula yang tidak sesuai lagi dan

menggantinya dengan ciri-ciri yang baru. Dan dengan ketentuan bahwa kemudian atas

21 Tamsil Rahman, Akibat Hukum Kebijakan Deregulasi Peningkatan Hak Atas Tanah
Perumahan Terhadap Perjanjian KPR Yang Memuat Klausula Pembebanan Hak Tanggungan,
http://enprints.undip.ac.id, diakses tanggal 31 April 2019, pkl. 18.56 WIB.

22 Muhamamad Yamin, Hukum Pendaftaran Tanah, CV Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 314.
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permohonan pemegang hak buku tanah dan sertipikat tersebut dapat diganti dengan
hak yang baru.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 132 Peraturan Menteri
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 bahwa pendaftaran
perubahan hak pada dasarnya merupakan pendaftaran hapusnya hak yang dilakukan
bersamaan dengan pendaftaran hak yang baru. Yang dapat diberikan atas tanah yang
sama kepada bekas pemegang haknya. Dan dalam pendaftaran perubahan hak ini, buku
tanah dan sertipikat lama dinyatakan tidak berlaku lagi karena diganti dengan buku
tanah dan sertipikat yang baru dengan nomor hak yang baru juga. 2

Maka dengan demikian status hak atas tanah dari hak yang lain yaitu misalnya
dari status Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik itu maka seseorang tidak perlu lagi
untuk memperpanjang haknya. Peningkatan status hak atas tanah ini memberikan
kedudukan hukum yang lebih tinggi kepada pemiliknya sehingga kemungkinan
timbulnya sengketa dikemudian hari sangat kecil.

Dalam prakteknya, perubahan hak khususnya peningkatan hak ini hanya dengan
melakukan pencoretan nama hak lama dan ditulis menjadi nama hak milik dengan
mencantumkan dasar hukum yang dimungkinkan dilakukan peningkatan hak tersebut.

Dalam kegiatan peningkatan hak ini tidak terlepas dari kegiatan yang dinamakan

2 1pid., hal. 316.
24 Muhammad Yamin, Op. cit,. hal. 315.
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kegiatan pendaftaran tanah salah satunya adalah Pemanfaatan Tanah atau Land Tenure,
kegiatan ini dimaksud adalah kegiatan aktivitas tanah bagi pemiliknya.

Dan sering juga disebut mengfungsikan peruntukkan tanah dalam kegiatan
sehari-hari dari pemiliknya, fokus kegiatan ini bukan ada pada haknya tetapi ada pada
fungsi haknya. Dengan dilakukannya pendaftaran tanah maka akan terlindunglah hak
pemilik hak itu digunakan pemiliknya sebatas isi dan sifat dari status tanah itu oleh
pemilik hak. Pemilik hak yang terdaftar akan dapat menggunakan dan memanfaatkan
tanah tersebut untuk kepentingan apa saja diatas tanah tersebut, untuk dapat digunakan

sebatas hak miliknya itu asal tidak ada larangan oleh aturan ataupun ketentuan lainya.

B. Hapusnya Hak Guna Bangunan karena Jangka Waktu Berakhir
Menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, Hak Guna Bangunan
adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang
bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
Berdasarkan rumusan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria tersebut maka
dapat diketahui bahwa setelah jangka waktu Hak Guna Bangunan tersebut lampau,
status Hak Guna Bangunan atas tanahnya juga berakhir.
1. Hapusnya Hak Guna Bangunan karena Dihentikan SebelumJangka
Waktunya Berakhir karena Sesuatu Syarat Tidak Dipenuhi
Salah satu syarat pokok pemberian Hak Guna Bangunan adalah bahwa subjek

hukum yang dapat menjadi pemegangnya adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal
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36 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa yang dapat mempunyai Hak Guna
Bangunan ialah:
a. warga-negara Indonesia;
b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan
di Indonesia.
2. Hapusnya Hak Guna Bangunan karena Dilepaskan Oleh Pemegang
Haknya Sebelum Jangka Waktunya Berakhir
Hapusnya Hak Guna Bangunan karena dilepaskan oleh pemegang haknya
sebelum jangka waktunya berakhir ini biasanya dilakukan karena adanya suatu proyek
pembangunan untuk kepentingan umum, sehingga pemegang hak melepaskan haknya
sebelum jangka waktu berakhir demi kelancaran pembangunan tersebut, dan dalam
pelaksanaannya dilakukan dengan prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1993 Pasal 3 mengenai hak atas
tanah yang berjangka waktu tertentu seperti halnya HGU dan HGB dimana keduanya
memiliki jangka waktu pemakaian dan haknya akan dihapus saat jangka waktu berakhir
jika tidak menungkinkan diperpanjang kembali. Perpanjangan jangka waktu ini adalah
penambahan masa berlaku hak atas tanah tanpa adanya perubahan syarat-syarat dalam
pemberian hak tersebut.
3. Hapusnya Hak Guna Bangunan karena Dicabut untuk Kepentingan

Umum
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Atas dasar ketentuan Pasal 18 UUPA terhapusnya HGB dikarenakan adanya
pencabutan hak dengan maksud untuk digunakan sebagai kepentingan umum termasuk
kepentingan bangsa, negara serta kepentingan bersama untuk takyat dimana haknya
dapat dicabut dengan pemberian ganti rugi yang layak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

4. Hapusnya Hak Guna Bangunan karena Diterlantarkan

Yang dimaksud tanah terlantar menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah
No. 36 tahun 1998 adalah:Pasal 3 Tanah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan atau Hak Pakai dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar apabila tanah
tersebut dengan sengaja tidak dipergunakan oleh pemegang haknya sesuai dengan
keadaannya atau sifat dan tujuan haknya atau tidak dipelihara dengan baik.

5. Hapusnya Hak Guna Bangunan karena Tanahnya Musnah

Sebagai suatu bentuk hak atas tanah, yang eksistensinya bergantung pada
keberadaan tanah, terhadap mana hak tersebut diberikan, maka dengan musnahnya
bidang tanah yang menjadi dasar pemberian Hak Guna Bangunan tersebut, maka demi
hukum hapus pula hak guna bangunan tersebut (Muljadi 2004: 240)

6. Hapusnya Hak Guna Bangunan karena Ketentuan Dalam Pasal 36 Ayat

(2) UUPA

Berdasarkan UUPA Pasal 36 ayat (2) terhapusnya HGB dikarenakan orang atau
badan hukum yang memiliki HGB dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang ada,

dan dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada
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pihak lain yang lebih memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku pada pihak yang
meperoleh HBG apabila pihak memenuhi persyaratan. Apabila HGB terkait tidak
dialihkan dalam waktu yang ditentukan maka HGB akan terhapus karena hukum
dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain dan diindahkan menurut ketentuan yang

ditetapkan dengan peraturan pemerintah.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian diatas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai
berikut :
1. Faktor yang mendorong masyarakat untuk meningkatkan Hak Guna Bangunan
menjadi Hak Milik di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten;
a. Kepastian hak tanpa batas waktu berlaku,
b. Ketentraman (psikologis)
c. Meningkatkan harga tanah/nilai ekonomis,
d. Meningkatkan harga tanah/nilai ekonomis;
2. Dalam proses pelaksanaan pemberian Hak Milik atas tanah berstatus Hak Guna
Bangunan adalah sebagai berikut :
a. Pemohon mengisi surat permohonan.
b. Permohonan dilampiri dengan sertipikat tanah yang bersangkutan.
c. Adanya bukti penggunaan tanah untuk rumah tinggal.
d. Foto copy SPPT PBB.
e. ldentitas pemohon diperiksa, sesuai atau tidak dengan kepemilikan tanah

yang dimohon.
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Bukti perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Dokumen lengkap diserahkan pada loket I11.

Setelah diloket Il pemohon datang ke loket IV untuk melakukan
pembayaran.

Lalu Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi (PHI) meneliti dokumen.
Setelah disetujui Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi (PHI) dokumen
diserahkan pada seksi Pengukuran dan Pendaftaran tanah kemudian
diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan.

Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan permohonan dan diganti
dengan sertipikat baru, kemudian diserahkan kembali pada Kasubsi
Pendaftaran Hak dan Informasi (PHI) Untuk Kasubsi PHI mengadakan
pembukuan dan menyerahkan kepada petugas loket V1.

Petugas loket VI mengembalikan kepada pemohon yang bersangkutan.

. Akibat hukum dari pemohon sebagai subjek penolakan perubahan hak atas

tanah dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik yang terjadi di Kantor

Pertanahan Kabupaten Karo adalah lenyapnya suatu keadaan hukum yang

dalam hal ini adalah hapusnya permohonan perubahan hak atas tanah dari Hak

Guna Bangunan Menjadi Hak Milik yang diajukan oleh pemohon, sedangkan

akibat hukum yang terjadi terhadap objek tanahnya adalah lenyapnya hubungan

hukum antara subjek hukum dengan objeknya yaitu pemohon dengan tanah
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yang dimohonkan, apabila jangka waktu dari tanah Hak Guna Bangunan

tersebut telah habis maka tanah tersebut akan kembali menjadi tanah negara.

B. Saran

1. Dalam penerbitan sertipikat baru agar ditingkatkannya pelayanan Pegawai
Kantor Pertanahan Kabupaten Karo agar semakin meningkat masyarakat adat
untuk meningkatkan hak atas tanah mereka menjadi Hak Milik.

2. Kepada Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Karo agar melaksanakan
prosedur sesuai aturan dan tidak ada nepotisme yang dilakukan oleh Pegawai
kantor pertanahan Kabupaten Karo.

3. Kepada Masyarakat agar mau membaca perundang-undangan yang berlaku

guna meningkat mutu masyarakat yang sadar Hukum.
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